
MenimbnnS

Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Krpala Badan Percncanaal Pembargurar Nasional

SAIINAN

KEPUTUSAN MENTIRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

KEPAI"A, BADAN PERENCANAAN Pf,MBANGT,]NAN NASIONAI,

NOMOR KXP. 1 4 / M.PPN / HY,tt 02 / 20 7 6

fiNIANG
PEMBENTIJ'KAN TIM KOORDINASI STRATIGIS

PILAKSANAAN KERJASAMA PEMXRINTAH DENGAN BADAN USAHA

MENfiRI PERXNCANAAN PEMBANG I.]NAN NASIONAI,/

KXPAI.A BADAN PERENC N.UN PEMBANGUNAN NASIONAI,

a. bahwa dalam perkembangannya, Kerjasama Pefterintah dengan

Badan Usaha (KPB0 tidak hanya mencakup i[faastruktur ekonofti

namunjuga mencakup infrash uktur sosial;

b. bahwa keragaman jenis infra-struktur yang menjadi ruang lingkup

dari KPBU ini menciptakan deviasi sektor, sehingga dalanr

perumusan kebijakanuya membutuhkan penanganal yang berbeda

antara KPBU infrastruktur ekonomi delgan KPBU iflfrastruktur sosial;

c. bahwa dalam rangka menyusun dan mensintegrasikan kebiiakan

KPBU yang lepat sasaran daiam dokumen perencaflaan perlu

dilakukan kegiatan koordiflasi shategis pelaksanaan kerjasama

pemerintah denSan badan u-saha;

d. bahwa berdasarkan pedimbanSan sebagainuna dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Tim Koordinasi

StrateSis Pelaksanaall Kerjasama Pemerintah denSan Badan Usaha;

e. bahwa ...
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MenSinsat

Menetapkan

e. bahwa pejabat dafi peSawai yang nananya tercantum dalam

Lahpiran Keputusan ini dianSSap mampu dan memenuhi

persyaratan unfuk dlduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota

Tim Koordinasi StrateSis PelakMnaan Kerjasama Pemerintah dengan

Badan Usaha;

1. UndanS-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran

Perdapatan dal Bela,fija Negara Tahun A:ng9alan 2016 (Lcfttbarafi

Negara Republik Indonesia Tahun 20'15 Nomor 278 Tambahan

Lembarafl NeSara Republik Indonesia Nomor 5767);

2. Peraluran Pemerintah Nomor 45 Tahn 2073 tenteng Teta. Cara

Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tah]un 2075 tentang Orgallisasi

Kementerian Negara;

4. Peratutafl Presiden Nomor 65 Tahun 2015 teftang Kementerian

Perencafl aan Pembahguflan Nasional;

5. Peraturan Pr€siden Nomor 66 Tahun 2015 te:fltat, Bada:f.

Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Menteri Negara Perencana.an Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencaflaa,i. Pembatgunan Nasional Nomor

PER.005/M.PPN/ 10/2OO7 tr.ntang Organisasi dan Ta+a Kerja

Kementerian NeSara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan PembanSunan Nasional sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhfu dengan Peraturan Menteri Perencanaan

Peftbangunan Nasional/Kepala Radan Petencanaar. PembanSunan

Nasional Norhor 3 Tahlun 2ol4;

7. Peraturan Menteri Negara Peteficana L Pembangunan

Nasiohal/Kepala Badafl Perencaraan Pembangunan Nasional Nomor

7 Tahltrn 2072 tentang Pedomafl Perencanaan, Pelaksa1aar.,

Pel^poran, Pemartauan, dan Evaluasi KeSiatan dan Anggaran;

MX.MUTUSKAN:

IGPUTUSAN MENIERI PERENCANAAN PEMBANGT]NAN

NASIONAI,/KEPAI-A. BADAN PERXNCANAAN PEMBANGT]NAN

NASIONAL TENTANG PEMBENTT]KAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

PELAKSANAAN KXRJASAMA PEMXRINIAH DENGAN BADAN USAHA.

PERT.d\44



PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KE[MPA'f

K[LI]\trA.

KEE\'/u\,l

Membehtuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Kerjasama pemerintah

denSan Badan Usaha untuk selanjutflya disebut Tim KPBU, dengan

susunan keanggotaan sebagaimanA tercantum dalam Lampirzn

Keputusan ini.

Tim KPBU terdiri atas Tim Pengarah, penanggung Jawab, Tim peLakrana

dan TenaSa Pendukung.

Tim Pengarah bedugas ftemberikan arahan kebijakan, meflgawaJi,

membimbing, dan mehlantau kemajuan dan memberi saran pemecahan

atas perrnasalahan pelakanaan kegiatan.

Penangguog Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap semua

kegiatan Tift KPBU.

Tim Pelaksana berluSas untuk:

a, membuat jadwal serta reflcana kerja kegiatan Tim KPBU;

b. melakukan pencarian, pengumpulafl, pengolahan, dan penlrrsunan

bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan;

c. menyusu[ dan men8integrasikan kebijakah KPBU yaflg tepat sasaran

dalam dokumen perencanaan;

d. melakukan diskusi dan bninstomi g dengar kementedan/lembaga,

pefterintah daefah terkait, narasumhr ahli, strkeholders terkait

lainnya baik secara internal maupun eksternal;

e. memfasilitasi Kemente anllembagalPeme ntah DaErah ag;ar

merencanak4n pengembanSan proyek KPBU dafl mengalokasikan

alggaran &tiap tahuflrlya dalafi APBN/APBD agat pe:ncap^ian

sasaran penyediaan infrastruktur melalui pola KPBU dapat terlaksana

secara efisien dan efektif.

Tenaga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan

d^l^ d^n infor1nasl, d^n

b. melakukan tuSas kesekretariat4n dan tuSas lain yanS diberikan oleh

Tim Pelaksana-

KETUJUH ...
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KETUJUH

K[DELAPAN

Segala biaya yang diperlukan dalam tangka pelaksana4n tugas Tim KPBU

dibebanka[ pada Anggara[ pendapatan da[Belanja Negara Kementerian

PPN/Bappenas Tahun Arr3f.araa 2076,

Keputusan ini berlaku sejak fanggal ditetapkan.

Ditetapkafl di Jakarta
pad,^ t^n&Z;al 22lebtuari 2Ot6

MENTERI PERENCANAAN PEMBANCUNAN NASIONAL/

KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGTINAN NASIONAL,

sorYAN A. DJAr.rL

rtd

Salinan s€suai dengah aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy



SAIINAN

IAA4PIRAN

KEruTUSAN MENIIRI PPN/

KEPAL{ BAPPENAS

NOMOR KEP. 14/M.PPN/HK/O2/ 2016
TANGGAL 22 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI STRATEGIS

PELAKSANAAN KERJASAMA PEI,4IRINTAH DENGAN BADAN USATIA
A. PENGARAH

Ketua : Menteri ppN/Kepala Bappenas.

AnSSota : I. Sekretaris Kementerian ppN/Sekrefaris Utarna

Bappehas;

2. DepvtL Bidal].g Ekonomi, Kementerian

PPN/BappenaJ;

g. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya

Alam, Kementerian PPN,/ Bappenas;

4. Deputi Bidang pembangunan Maflusia. dan

Kebudayaan. Kemente.irn eeNU nrpp"nr.;
5. Depufi Bidang politik, Hukum, pertahanan dan

Keamanafl , Kementerian PPN/Bappenas;

6. Deputi Bidang pengembangan Regional,

Kementerian PPN/Bappenas.

B. PINANGGUNG JAWAB : Deputi Bidaru pe\1dafla.an pembanguflan,

Kementerian ppN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua

Wakil Ketua

Sekrcfaris

Direllur Peflgembangan Kerjasama pemerintah dan

Swasta, Kementerian PPN/Bappenas.

Ir. CunMiri, MPM, Kementerian PPN/Bappenas.

Ir. Rachmat Mardiana, MA, Kemeflteriah

PPN/Bappenas.

1. Direktur Penladaan Tanah Wilayah t,

Kementerian Agrada dan T^ta Rua[N/Badan

Pertanahan Nasional;

2. Kepala ...

Anggota
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2. Kepala Biro pereac aaar.,

Perhubungan;

Kcmenierian

3. Direktur Barldar l)dara, Direktorat J€nderal
Perhubungan lld.^ta, Kementerian

Perhubungan;

4. Direktur Lalu Lintas tulgkutan Kereta Api,

DirektoratJenderal perkerefaapian, Kemente an

Perhubungan;

5. DirektE Pelabuhan dan pengerukan, Direktorat

Jenderal Perhubungafl Laut, Kementeriar

Perhttbungan;

6. Dir€kfur Bina Investasi Infrashuktur,
Kementerian Pekerjaan Umuft dan perumahan

Rakyat;

7. Direkhrr Konselvasi Energi, Direktorat Jenderal
Energi Baru Terbarukan dan Kons€rwasi Energi,

Kerhenierian Ener:i dan Sumber Daya Mineral;

8. Dircktur Bina Pengusahaan Keteflagalistrikan,

Kementerian Energi dah Sumber Daya Mineral;

9. Kepala Biro Perchcanaan, Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia;

10. Dr. Ir. Bastary Pandji Indra, MSP, Kementerian

Koordinator Bi.lang Perekonomian;

11. Kepala Biro Perchcanaan dar. Pengangaraq
Kemeflte an Kesehatan;

12. lr. FX Djatmiko Winahjoe, Mp, Dircktorat

Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dz]n

Kerjasama. Kementerian Dalam Negeril

13. Inso Judianto, S.Si, MM, M.Stats, Keftrenterian

PPN/ Bappenas;

14. Delthy Sugriady Simatupang, SH, MH,

Kementerian PPN,/Bappenas;

l5.Jusuf ...
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15. Jusuf Arbi, SE, M.Sc, Kehenterian

PPN/ Bappenas;

16. Teni Widudyanti, SD, A.L{, Kementerian

PPN / Bappenas;

17. Eko Wiji Purwaflto, SE, Mry Kemeflterian

PPN/ Bappeflas;

18. Abdul Malik Sadat, ST, M.En8, Kementerian

PPN/Bappenas;

1 9. Ir. Bastian, MBA, Kementerian PPN/Bappenai;

20. tuldianto Haryoko, ST, M.Si, Kemente an

PPN,/Bappetlas;

21. Sularsono, SP, ME, Kementeriafl PPN/Bappenas;

22. Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D,

Kemelltedan PPN/Bappenas;

23. b. Sumariyandono, MPM, Kementedan

PPN/Bappenas;

24. M^tdlh^rto 'IJokrowarsito, SH, LLM,

Kementerian PPN/Bappelas;

25. Sunaildar, S.Kom, M.Si, Kementerian

PPN/Bappen4s;

26. Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM, Kemente an

PPN/Bappenas;

27. Aris Subiyono, SH, Kementerian PPN/Bappehas;

28. Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE, Kementerian

PPN/Bappenas;

29. Tuhu wagiono, S.sos, Kementerian

PPN/Bappenas;

30. Dodi Sr istyo, S.Sos, M.Acc, Kementerian

PPN/Bappeflas;

31. Novie Andriani, SH, LLM, Kemeflterian

PPN/Bappenas;

32. SoeSiarto TeSoeh wibowo, SE, Kementerian

PPN/ Bappenas;

33. Titifl Gantini, SH, Kementerian PPN/Bappenas.

D. 'IENAGA
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D. TENAGA PENDIIKIING

Salirlatl scsuai c]cllgan aslirya
Kepala tsiro Hukunr,

1. Saripltdin, Kelllentel.ian PPN/Bappeiras;

2. Buddy Supriyanto, Kementedan PPN/Bappenasi

3. Suwita, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Mustofa, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI I'ERTNCANAAN PEMtsANCLINAN NASIONAL,/

KXP LA BADAN PDRENC NAAN PNMBANGUlIVAN NASIONAL,

sotYAN A. DJALIL

tid

lv
,urnr--r rnErllnly Su


